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Abstrak
 

Dalam upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter, terdapat risiko-risko tinggi yang tidak dapat

dihilangkan, yang dapat berupa kerugian yang diderita oleh pihak dokter maupun pihak pasien. Terhadap

kerugian yang diderita oleh pasien, terdapat perbedaan pendapat mengenai bagaimana pertanggungjawaban

dokter atas kerugian yang diderita pasien, akibat tindakan medis yang dilakukan. Salah satu hai yang

diperdebatkan saat ini adalah kemungkinan penerapan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen dalam hubungan dokter dengan pasien. Untuk itu penulisan tesis bermaksud mengetahui

Bagaimana hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam beberapa peraturan perundang-undangan di

Indonesia? Bagaimana tanggung jawab dokter terhadap kerugian yang dialami pasien dalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia? Dan bagaimana kecenderungan pertanggungjawaban dokter terhadap

kerugian pasien dalam beberapa putusan pengadilan di Indonesia? Jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian yuridis normatif, yakni lebih mengacu kepada penelitian kepustakaan yang bersumber pada data

sekunder seperti norma-norma hukum tertulis, baik peraturan perundang-undangan, maupun putusan-

putusan pengadilan, serta literatur tertulis lainnya. Kemudian sebagai pendukung analisis data sekunder,

penulis juga menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Data yang didapat kemudian

dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis yakni menggambarkan, menganalisa, serta

menjelaskan mengenai hubungan hukum dan tanggung jawab dokter terhadap kerugian pasien. Dari analisis

yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara dokter dengan pasien dapat terjadi karena

transaksi atau perjanjian terapeutik dan karena perintah undang-undang, yakni zaakwarneming. Dalam

perjanjian terapeutik yang menjadi prestasi dokter pada umumnya adalah upaya penyembuhan, bukan hasiL

Oleh karena itu perjanjian terapeutik bersifat inpanningverbintenis. Salah satu faktor penting dalam

perjanjian terapeutik adalah kesepakatan pasien untuk dilakukan tindakan medis, yang disebut informed

consenl atau persetujuan tindakan medis. Dalam informed consent, persetujuan yang diberikan harus

berdasarkan informasi dari dokter mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Dalam hal terjadi

kerugian yang diderita pasien, pada umumnya dokter dapat dikenakan pertanggungjawaban jika dokter dapat

dipersalahkan karena melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar atau dokter tidak

melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga pasien menderita kerugian. Selain itu juga

ditemukan beberapa pemikiran yang memungkinkan dokter untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban

dengan menggunakan hukum perlindungan konsumen. Dalam praktik di Pengadilan terdapat

ketidakseragaman dalam memandang tanggung jawab dokter. Namun terdapat pertimbangan Majelis Hakim

yang mendekati dengan prinsip dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu prinsip tanggung

jawab berdasarkan kesalahan dengan prinsip praduga lalai dan praduga bertanggung jawab berdasarkan

doktrin res ispa loquitor.

......In the healing effort by the physician, there are high risk which cannot be eliminated. The risks can be in

the form of loss suffered by physician or patient. According to ioss suffered by patient, there are different
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opinion about physician’s liability, as a consequences of medical action. One interesting discourse in this

problem nowadays is the possibility of applying of UU No. 8 Tahun 1999 about Consumer Protection to

physician-patient relationship. The purposc of the writing of this ihesis WHS to disctiss the discourse and to

reveal how contractual terms between physician and patient in law and regulation in Indonesia, and how

they implemented in some court decisions in Indonesia. The research use normatif yuridis type research,

namely more related to research of bibliography steming to written law nonns, either regulations or court

decisions, by using primary and secondary data, including interview wherever needed. The data analysed by

using analytical descriptive method, especially to describe, analyse, and explain the physician’s liability

regarding the contractual terms between physician-patient, to loss suffered by patient From the analysis

which had been done, i t can be concluded that contractual terms between physician and patient were

happenerf due to therapeutic-ttansaction or therapeutic-agreement and due to cornand of law, namely

zaakwameming. In therapeutic-transaction or therapeutic-agreement the physician’s duty is the healing

effort, not the result Therefore therapeutic-agreement has the character of inpanningverbintenis. One

important factor in therapeutic-agreement is the informed-consent, that is the patient’s agreement for the

medical action. after receiving proper Information from the physician. In infonned ConsCnt, given approval

bave to pursuant to infonnation of physician conceming medical action to be conducted. In the case of loss

suffered by patient, the physician’s liability can be blamed if the physician can be blamed due to brake the

standar operation procedure or the physician no execute its obligation, and the patient suffer a loss, and there

is causality relation between those two (brake the standar operation procedure and patient’s loss). Beside

that, it was also found that physician’s liability can also be insist using UU No. 8 Tahun 1999 about

Consumer Protection. In implementation, as analysed from court decisions collected for this thesis writing,

there are differences in looking at physicians liability. However, there are consideration of Judges which

using fault based liability principle with presumption of negligence and presumption liability principle, base

on “res ispa loquisor" doctrine.


